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BAB  II 

DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA 

A. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara 

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara 

ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS menurut Kamus Umum 

Bahasa Indonesia, adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau negara. 

Menurut Kranenburg PNS adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut 

tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti 

anggota parlemen, presiden dan sebagainnya.
1
 

1. Jenis, Status, dan Kedudukan Apratur Sipil Negara 

Mengenai jenis pegawai ASN diatur pada pasal 6 UU No. 5 tahun 2014. 

Dimana pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Berbicara mengenai status p 

egawai ASN, terdapat dua status yang diberlakukan bagi pegawai ASN yaitu 

pegawai pemerintah yang diangkat sebagai pegawai tetap yaitu PNS dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja. engenai status ASN diatur pada pasal 7 ayat 

(1) dan ayat (2) UU No. 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa : 

(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai 

ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat pembina 

kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.  

(2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai 

ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat 

                                                             
1
 Sri Hartini, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 31 
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pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan 

ketentuan Undang-Undang ini. 

Rumusan kedudukan pegawai ASN didasarkan pada pokok-pokok pikiran 

bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi 

juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain 

pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus 

mampu menggerakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat 

banyak. C.F Strong, dalam bukunya yang berjudul Modern Political Constitutions 

berpendapat bahwa :  

Government in the broader sense is charged with the maintenance of the 

peace and security of in a state therefore must have first, military power; 

second, the means of making laws; thirdly, financial, power or the ability to 

extract sufficient money from the comunity to defray the cost of defending 

the state and of enforcing the law it makes on the state behalf. 

 

Artinya pemerintah dalam arti yang lebih luas dibebankan dengan 

pemeliharaan perdamaian dan keamanan di negara oleh karena itu harus 

memiliki pertama, kekuatan militer; kedua, sarana pembentukan hukum; 

Ketiga, keuangan, kekuasaan atau kemampuan untuk mengambil uang yang 

cukup dari masyarakat untuk membiayai biaya membela negara dan 

menegakkan hukum itu atas nama negara. 

  

Pegawai ASN mempunyai peran yang amat sangat penting sebab pegawai 

ASN merupakan unsur dari aparatur negara untuk menyelenggarakan, dan 

melaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai 

tujuan negara. Kelancaran dari penyelengaraan dan pelaksanaan pemerintahan 

serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara sangat 

tergantung sekali pada kesempurnaan aparatur negara. 

Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014, kewajiban dari Pegawai ASN diatur 

pada pada pasal 23 yang menyatakan bahwa: 
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Pegawai ASN wajib:  

a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

pemerintah yang sah;  

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 

c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang 

berwenang; 

d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan 

e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 

kesadaran, dan tanggung jawab; 

f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan 

tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; 

g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

 

B. Tinjauan Umum Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara 

1. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil Kedisiplinan harus menjadi acuan 

hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi 

membutuhkan aparatur yang bersih, beribawa, dan berdisiplin tinggi dalam 

menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang PNS dapat dijadikan panutan atau 
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keteladanan bagi PNS dilingkungannya dan masyarakat pada umumnya. Dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari mereka harus mampu mengendalikan diri 

sehingga irama dan suasana kerja berjalan harmonis, Namun kenyataan yang 

berkembang sekarang justru jauh dari kata sempurna. Masih banyak PNS yang 

melakukan pelanggaran disiplin dengan berbagai macam cara. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 1 

angka 1 pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai 

Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larang yang di tentukan 

dalam Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila 

tidak ditaati atau di langgar dijatuhi hukuman disiplin.
2
 

Peraturan disiplin pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 

53 tahun 2010 tentan peraturan disiplin pegawai negeri sipil adalah peraturan yang 

mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau 

larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri sipil pelaksanaan ketentuan-ketentuan 

dalam peraturan tersebut, oleh Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 

2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemarintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3
 

Tolak ukur pengertian kedisiplinan kerja Pegawai Negeri Sipil adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepatuhan terhadap jam-jam kerja 

2. Kepatuhan terhadap instruksi dari atasan, serta pada peraturan dan tata tertib 

yang berlaku 

                                                             
2
 Pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipi 

3
 Faisal Abdullah, Hukum Kepegawaian Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 

119 
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3. Berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda pengenal 

instansi. 

4. Menggunakan dan memelihara bahan-bahan dan alat perlengkapan kantor 

dengan penuh hati-hati 

5. Bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja telah ditentukan. 

 

2. Pelanggaran Disiplin 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 1 

angka 3 pengertian Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau 

perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/ atau 

melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam 

maupun di luar.
4
 

Adapun pelanggaran terhadap kewajiban diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 yaitu : 

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :
5
 

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, 

apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja 

                                                             
4
 Pasal 1 angka 3, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

5
 Pasal 8, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
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2. Menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggran berdampak negatif pada unit 

kerja 

3. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan 

penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit 

kerja; 

4. Menjunjung tinggi kerhormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran 

berdampak negatif pada unit kerja 

5. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, 

seseorang, dan/ atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 

7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 

6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah 

harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila 

pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 

7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan 

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran 

berdampak negatif pada unit kerja; 

8. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal 

yang dapat membahayakan kantor atau merugikan negara atau pemerintah 

terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit 

kerja; 

9. Masuk kerja, dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimanadimaksud dalam 

Pasal 3 angka 11 berupa: 

a. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 

selama 5 (lima) hari kerja; 

b. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 

selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan 

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja 

tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima 

belas) hari kerja; 

10. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-

sebaiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila 

pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 

11. Memberikan pelayanan sebaik-sebaiknya kepada masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan; 

12. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak 

sengaja; 

13. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila 

pelanggarandilakukan dengan tidak sengaja; dan  
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14. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran 

berdampak negatif pada unit kerja. 

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) 

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
6
 

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

angka 1, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah; 

2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

angka 2, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah; 

3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, 

apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; 

4. Menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi 

yang bersangkutan 

5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan 

penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi 

yang bersangkutan; 

                                                             
6
 Pasal 9, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
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6. Menjunjung tinggi kerhormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran 

berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; 

7. Mengutamakan kepentingannegara dari pada kepentingan sendiri, 

seseorang, dan/ atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 

7, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; 

8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah 

harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angak 8, apabila 

pelanggaran berdampak bagi instansi yang bersangkutan; 

9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan 

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka apabila pelanggaran 

berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; 

10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal 

yang dapat membahayakan kantor atau merugikan negara atau pemerintah 

terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi 

instansi yang bersangkutan; 

11. Masuk kerja, dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 angka 11 berupa: 

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun  bagi PNS yang 

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (lima) hari kerja 

sampai 20 (dua puluh) hari kerja; 
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b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak 

masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu)sampai 

dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan 

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi 

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua 

puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja; 

12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimanadimaksud 

dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun 

hanya mencapai 25% (dua puluh lima  persen) sampai dengan 50% (lima 

puluh persen) 

13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-

sebaiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila 

pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; 

14. Memberikan pelayanan sebaik-sebaiknya kepada masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai denganketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan; 

15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengansengaja; 

16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran 

dilakukan dengan sengaja; dan  



 

39 

 

17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran 

berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. 

Hukuman disiplin berat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) 

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
7
 

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, 

apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 

2. Menaati segala Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada 

pemerintah dan/atau negara; 

3. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan 

penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada 

pemerintah dan/atau negara; 

4. Menjunjung tinggi kerhormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran 

berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 

5. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, 

seseorang, dan/ atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 

7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 

                                                             
7
 Pasal 10, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
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6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah 

harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka8, apabila 

pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 

7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan 

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka apabila pelanggaran 

berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 

8. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal 

yang dapat membahayakan kantor atau merugikan negara atau pemerintah 

terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil sebagaimana di 

maksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif 

pada pemerintah dan/atau negara; 

9. Masuk kerja, dan menaatiketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 angka 11 berupa: 

a. Penurunan pangkat setingakat lebih rendah selam 3 (tiga) tahun bagi 

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga pulu 

satu) hari kerja sampai 35 (tiga puluh lima) hari kerja; 

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 

rendahbagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 

36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja; dan 

c. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan 

yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh 

lima) hari kerja; 
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d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak 

masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari 

kerja atau lebih. 

10. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimanadimaksud 

dalam Pasal 3 angaka 12, apabila pencapaian sasaran kerja apada akhir 

tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen) 

11. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-

sebaiknya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila 

pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 

12. Memberikan pelayanan sebaik-sebaiknya kepada masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

13. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang  berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran 

berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. 

Adapun pelanggaran dan jenis hukuman, pelanggaran terhadap Larangan 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 11, Pasal 

12, Pasal 13yaitu: 

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) 

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
8
 

                                                             
8
 Pasal 11, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
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1. Memiliki, menjual, membeli, menggandaikan, menyewakan, meminjamkan 

barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat 

berharga milik negara, secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 

2. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau 

orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan 

untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung 

atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 

3. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; 

4. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan yang dapat menghalangi 

atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan 

kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 angka 10, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

5. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. 

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) 

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: 

1. Memiliki, menjual, membeli, menggandaikan, menyewakan, meminjamkan 

barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat 

berharga milik negara, secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang 

bersangkutan; 

2. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau 

orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan 

untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung 

atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang 

bersangkutan; 

3. Bertindak sewanang-wenang terhadap bawahannya, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja; 

4. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan yang dapat menghalangi 

atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan 

kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 angka 10 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan 

5. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dala 

Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang 

bersangkutan; 

6. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksanaan kampanye, 

menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut-atribut PNS, 

sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan c; 
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7. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan cara 

mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap 

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah 

masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau 

pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota 

keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13  

huruf b; 

8. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah 

atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan 

surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat 

Keterangan Tanda Penduduk sesuai Peraturan Perundang-Undangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14; dan 

9. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Keapala Daerah 

dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon 

Kepala daerah Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan 

yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang 

menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye 

meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang 

kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan 

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan 

huruf d. 
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Hukuman disiplin berat sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) 

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
9
 

1. Menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 

1; 

2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang 

lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 angka 3; 

3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain 

dan/atau Lembaga atau Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 angka 3; 

4. Bekerja pada perusahan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya 

masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4; 

5. Memiliki, menjual, membeli, menggandaikan, menyewakan, meminjamkan 

barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat 

berharga milik negara, secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau 

negara; 

6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau 

orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan 

untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung 

atau tidak langsung merugikan negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 
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angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau 

negara; 

7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik 

secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk 

diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka  

8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapun juga yang 

berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 angka 8; 

9. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat 

menghalangi atau mempersulitsalah satu pihak yang dilayani sehingga 

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 

10. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah 

dan/atau negara; 

11. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Preseiden, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan 

fasilitas negara, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d; 

12. Memberikandukungan kepada calon Presiden/Wakil presiden dengan cara 

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan 

salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dalam Pasal 

4 angka 13 huruf a; dan 



 

47 

 

13. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah, 

dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam 

kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa 

kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf 

c. 

 

3. Hukuman Disiplin 

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri 

Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukam disiplin 

diberikan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang 

melakukan pelanggaran disiplin. Dalam menentukan jenis hukuman disiplin yang 

akan dijatuhkan haruslah dipertimbangkan dengan seksama bahwa hukuman 

disiplin yang akan dijatuhkan itu setimpal dengan pelanggaran disiplin yang 

dilakukan, sehingga hukuman disiplin tersebut dapat diterima oleh keadilan.
10

 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada pasal 5 menjelaskan 

bahwa, Apabila seorang PNS tidak menaati ketentuan pada Pasal 3 dan 4 maka 

dijatuhi hukuman disiplin. Adapun Tingkat dan Jenis Hukuman disiplin diatur 

didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Bagian Kedua Pasal 7 

adalah sebagai berikut; 
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1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : 

a. Hukuman disiplin ringan; 

b. Hukuman disiplin sedang; dan 

c. Hukuman disiplin berat. 

2. Jenis hukuman disiplin terdiri dari ; 

Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari; 

a. Teguran lisan; 

Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan 

secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai 

Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang 

atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai 

hukuman disiplin, itu bukan hukuman disiplin.  

b. Teguran tertulis; dan 

Hukuman tertulis yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan 

disampainkan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum 

kepada Pegawai Negeri Siil yang melakukan pelanggaran disiplin 

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 

Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan 

disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum 

kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. 

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari ; 

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 
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Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, 

ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling 

lama satu tahun. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung 

penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. 

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; 

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 

(tahun) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang 

menghukum. Berlaku untuk selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai 

kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat dipertimbangkan, dan masa 

kerja selama penundaan kenaikan pangkat, tidak dihitung untuk masa 

kerja kenaikan pangkat berikutnya. 

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 

Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah 

selama 1 (satu) tahun, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang 

dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, setelah menjalani hukuman 

disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat PNS yang 

bersangkutan dengan sendirinya kembali kepada pangkat semula, dan 

masa kerja selama menjalani hukuman penurunan pangkat setingkat lebih 

rendah selama 1 (satu) tahun tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan 

pangkat. Kenaikan pangkat berikutnya baru dapat dipertimbangkan 

setelah PNS yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun setelah 

kembali pada pangkat semula. 
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Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari; 

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 

Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah 

berlaku untuk selama 3 tahun harus disebutkan pelanggaran disiplin yang 

dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, setelah menjalani hukuman 

disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 

selesai, maka pangkat PNS yang bersangkutan dengan sendirinya 

kembali kepada pangkat yang semula, dan masa kerja selama menjalani 

hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 

(tiga) tahun tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat.; 

kenaikan pangkat berikutnya, baru dapat dipertimbangkan setelah PNS 

yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun setelah kembali pada 

pangkat semula. 

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 

Hukuman disiplin yang berupa pemindahan dalam rangka penurunan 

jabatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan jabatan yang 

lebih rendah dan kompetensi yang bersangkutan sesuai dengan 

persyaratan jabatan yang ditentukan, dalam surat keputusan hukuman 

disiplin tersebut harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan 

oleh PNS yang bersangkutan, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin 

pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, 

diberikan tunjangan jabatan berdasarkanjabatan baru yang didudukinya 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 
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c. Pembebasan dari jabatan; 

Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan berarti pula 

pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu.selama 

dibebaskan dari jabatan, PNS yang bersangkutan masih tetap menerima 

penghasilan sebagai PNS kecuali tunjangan jabatan. 

d. Pemberhetian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; 

dan ukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri sebagai PNS, PNS yang dijatuhkan disiplin ini tetap 

diberikan ha-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

Hukuman disiplin yang berupa Pemberhentian tidak dengan hormat 

sebagai PNS, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ini tidak diberikan 

hak-hak pensiunan walaupun memnuhi syarat-syarat masa kerja usia 

pensiun. 

 

 

 

 


